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PERATURAN DAERAE KABUPATIN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN
NOMOR : 4 TAHUN 1986
TENTANG |
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MiHA ESa
BUP/TI KEPAL/A DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Meninbang ae bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pe
penyelenggaraan pemerintchan dan pembangunan- -
Secara berdaya guna dan berhasil guna, khusu§
Lya yang menyangkut bidang pekerjaan umum Kabu
paten Daerah Tingkat II Kebumen perlu dibentyk
Dinas yang menanganinya ;

be bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-undang No
mor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam-~
Negeri Nowmor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Gu-
bernur Kepala Daersh Tingkat I Jawa Tengah No
mor O6l.l/105/l985, perlu menetapkan Pembentu
kan Susunan Organisasi den Tatakerja Dinas Pe
kerjaan Umum Kabupaten Daerszh Tingkat II Kebu
men dengan Peraturan Daerah,

Mengingat : 1, Undang4undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah :

2+ Undang=-undang Nomor 13 Tahum 1950 tentang Pem
bentukan Drerah-~daerah Kabupaten dalam lingku
ngan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerin
tal Nomor 32 Tahun 1950 ;

o Undeng~-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang -
Pengairan ;

4y Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang ga-

lan H 5.Peraturan Svesenseva
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5. Peraturrn Pemerintgh Nomor 18 Tahun 1953 ten -
tang Pelaksanaan penyerahan sebagion urusan pe
merintahan pusat mengensi pekerjzan umum kepa-
dn FPropinsi-propinsi dan penegssan urusan me -
ngernai pekerjaan unum di daerah-cdaerah otonom
Kobupaten, Xnta Besar dan Kota Kecil ;

6. Peratur-n Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 ten -
tang Jalan

3

7. Keputusen Menteri Dzlom lNegeri Nomor 363 T=hun
1977 tentacg Pedoman Pembentuken Susunan Orga-
nisasi dan Tetakerja Dinas ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tzhun -

1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota

9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Ja-
wa Tengah Nomor 061,1/95/1982 tentang Pola Or-
ganisasl Pemerintah Daerah dan Wilayah Daerah

Tingkat II se Jawa Tengah ;

10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkaf I Ja-
wa Tengah Nomor 061.1/105/1985 tentang Pedoman
Pelaksanaan Mengenal Susunan Organisasi Dan Tag

- takerja Dinas Pekerjean Umum Kabupaten/Kotama-
dya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah,

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dag
rah Tingkat II Kebumen

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUFATEN DAERAH TINGKAT II KE-
BEMEN'TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
KEBUMEN . ' '
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Bupati Kepala Dmerah adalah Bupati Kepala pae
rah Tingkat II Kebumen ;

b, Pemerintsh Daerah adalak Pemerintah Kabupateg
Daerah Tingkat II Kebumen ; i

CQDPUI{ Q’I"OD_OOOQOQQ.
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¢co DPUK acalah Dinas Pekérjaan Unum Kabupaten Dae
rah Tingkat II Kebumen j

d. Dmersh adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Ke-
bumen ; '

e;.Cabang DPUK adalah unsur pelaksana Dinas Peker
jaen Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
yang mempunyal Wilayah Kerja disatu atau dibg
berapa Kecamatan,

\

PLDMYMBINTUKSAN
Pasal 2

Denmnan Peraturan Drernh ini dibentuk DPUK,

BaB III v
KEDUDUK AN, TUGAS FOKOK DAN FUN3GSI
Pasrl 3

(1) DFUK -~calah unsur pel-ks-n~ iemerintah Daerah
yanz dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal-
Dnerah Tingkat II dibid~ng pekerjann umum,

(2) DFUK dipimpin oleh seorans Kepals yans berada
dibawah dnn bertangsung jowab kepnda Bupati Ke
pale Daerah,

Pasal 4

DPUK mempuny-i tuins pokok. :

s Meslaksangkan sevaglian urusan rumah tamngga Dag
rah dibidang pekerjaan umum yanz menjadi tang
2ung jawnbnyn

b, lielnksanakan tugzas-tusns lain yang diberikan-
‘oleh Bupati Kepala Daerah. '

Pass1 5

Untuk menyelengsarakan tugas pokok tersebut -
pada pasal 4 Peraturan Deserch ini, DPUK mempu
nyai fungsi :

Qe Pel"umusan sresevenan
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(1)

(2)

(3)

Perumusan kebljaksanann teknis, pemberian bimbingan dan
pembinaan terhadap urusan bansunan dan gedung, jolam-ja
Jan umun besertn sesala bangunan-bangunan turutannya, -
pchon ayoman, lapangan-lspangan dan tomon-taman, pengo-
liran (pembuluh pembilas, got-got, riol-riol, selokan,
penatus ) penerangan j~lan, tempat pekuburan umum, pasar
pasar, los-los prs~r, pesansirshan-pescnsgrehan, penyebe
rangnn;penyeberangah dan pencesahan bahaya kebakaran, ;

Temberian perijin~n sesual dengan kebijaksanaan yang di-
tetopkan oleh SBupati Kepala Daerah berdabSarkan peraturan

nerundans-undangan yang berleaku

Pel-ksanaan sesuai dengan tusgrns pokoknya dan sesuai de -

ngan peraturan perundang-undancan yang berlaku ;

Fenzamanecn dan pensendalian teknis atas pelaksanann tu -
gns pokoknyn scsuni densan kebi jaksanaan yan:; ditetapkan
oleh Bupati Henals Daerah berdasarkan peraturan perundang

undangnn yans berlaku

Pengurusan Tata Usaha DPUK.

BiB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
SUSUNAN ORGANISAST
Pnsal 6

Susunan Orgonisasi DrUK terdiri dari :

a, XKepale Dinas ;

b, Sub Bagioan Tata Usaha ;

ve oeksl Bina Trogram ;

d, Seksi Brngunan dan Gedung ;

e. Seksi Jalen dan Pengaliran

f, Seksi Tata Kota / Daerah ; _

7. Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Dserah dan Pemadam
Kebakarew

h, Caban; DPUK,

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (emp=at) Uruson, dan
masinz-masin: Seksi terdiri dari 3 (tiza) Sub Seksi

Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing—masing dipimpin
oleh seorang Kepnla yang berada dibawah dan bertangeung
jawab kepada Kepala DFUK, " -

Bagian Kedua ggeesesearssv

-
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Bagion Kedua
Kepala - Dinas
Fasal 7

Kepala DI'UK mempunyni tu:as pokok sebagaimana dimaksud da-

!

lom vasal 4 Feraturan Dacrah ini.

Bagisn Ketiun
Sub Basinn *‘Tata Usnhn

rosnl 8§

Sul 2vuisn fata Usshe mempunysi tugas menyiapkan urusan su
rat-menyurat, urusan rumah tansmsn, penvelolaan perlengképam,-
peralatan dan perbekalan kantor, pengelolaan kepesawaian, pe -
" ngelolaan® keuangan, penyusunan rencena ketatalaksanaan serta
peraturan vnerundang-undangan berdasarkan kebijaksanaan teknis
yans ditetapkan oleh Kepala DF

Fas

)

1l 9

Untuk menyelengznrakan tusgss tersebut pada pasal 8 Peratu

ran Daerah ini, Sub Bazian Tata Usaha mempunyai fungsi :

&. relaksanaan urusan surat menyurat, kearsipsan, perlensgkapan,
peralatan dan perbekalan kantor, perjalanan dinas serta -
urusan rumsh tanzgga ; ‘

b, Felaksanaan penzelolaan Repegawaién 3

c. Felaksanaan pengelolaan keuangrn ;

d. renyusunan rencsna dan prosram ketatalaksanaan DPUK ;

e. Penyusunan statistik dan dokumentesi tentans hasil pelaksg
naan tuges 3

f, Penylapan naskah peraturan pelaksanaan keputusan, instruksi
dan menshimpun peraturan perundang-undangan dibidans peker-
Jaan umum dan penyusunan laporan -

%« Pelaksanaan tugas-trgas lain yang diberikan oleh Kepala DPEK,

Pasal 10

(1) Sub Bagiap Tata Usaha terdiri dari ;

2, Urusan Umum j-

b, Urusan Kepegawaian ;

ce Urusan Keuangan ;

de Urusan Efisiensi dan Tatalaksana. (o) Masing .

- 53 =~
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(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini dipimpim cleh seoransg Kepala yans ber~da dibawah dan
bertanszune jawab kepada Kepala Sub Bagiaon Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Umum mempuny=i tu:sns melrksanakan urusan surat me
nyurat, lkesrsipnan, pengosndaenn, nemeliharsan barans inventa-
ris, werlenckapnn veralatan dan perbekal-n kantor, perjala -
nen insg, rumah tangna serta dokumentasi. '

Fasal 12

Urusan Kepegauaian mempunyai tusas melsksanakan pengelo
laan kepesnweaian., ‘

Fasal 13

Urusan Keurnsan mempuny»i tugas mercncenakan =nggaran -

pemiiay~nn “~n penlapatan, pengelolaan dan vertangaiung jawa
ban keuangan. '

Fasal 14

Urusan efisiensi dan tatalaksana mempunyai ﬁuﬁes'menyiqgkaﬁ
irenyusynan rencans ketatalaksanarn, menyiapkan naskah pera
tursn-peraturan pelesksana=n drn instruksi serta menghimpun-
peraturan perundang-un:lan-an dibidans pekerjsan umun,

Basian Keempat
Seksi 3ina i'rosr-m
iasal 15

Seksi Bina l'rogram mempunyal tugas menyajiken data, meru
muskan rencana “an program kerja, serta menyusun .laporan.

Pasal 16

Untuk menyelensizaerakan tugas tersebut pada pasal 15 Pera
turan Daerah ini, Seksi Bina Prosram mempunyai fungsi :

a. .enelitian, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data ;
b, irenyusunan statistik ;

d, Fembinaan pelaksanaan rencana, program dan proyek 3

c. Penyusunan rencana dan program kerja

€ Evaluasi gerdyppsoevresavs



e. Tvaluasi, snalisa hasil pelaksanaan rencana dan program -
serta proyek ;
f. i'enyusunan naskah laporan ;

JPUK,
. I'asal 17

(1) Seksi Bina Prorwrem terdiri dari :

a, Sub Scksi Fenelitian dan i‘enpumpulan Data ;

];,
. Subl Scksi perencanzan

c, Sub Scksi vnonzenlalian, Zvaluasi dan I'elaporan.
(2) Mesing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ra
sal ini dipimvin oleh seoran< Kepala yang berada dibawah

dan bertangzuns jawab kepada Kepala Seksi Bina .Frogram,
lrasal 18-

Sub Seksi irenelitian dan Fengumpulan Data mempunyai tusgas
melaksanakan penelitian, pengumpulan, pengolahan dan penya -

Jian data serta penyusunan statistik.

Pasal 19

Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyu
sunan rencana, prosram kerja beserta anggarannya.

rasal 20

Sub Seksi iengendalian, Evaluasi dan i'elaporan mempunyai
tuzas men:;e2’sksn nembinean, pensgendalian atas pelaksanaan -~
rencana pfogram kerja cdan proyek, melaksanakan evaluasi dan.
analisa hasil wvelsksanaan rencanz, projsram kerja dan proyek
serta penyusunan naskeh laporan.

-

Bagian Kelima
Seksi Bangunan dan Gedung
Fasal 21

Seksi Bangunan dan Gedung memvunyai tugas melaksanakan
sebazian tugas pokok DPUK dibidan# bangunan dan gedung her
dasarkan kebijeksanaan teknis yangzg. ditetavkan oleh Kepala-
DIrUK. | |

Pasal 22 e ."‘.“.-v‘o;

i




Pasal 22 :

Untuk'menyelengzhrnkan tusgas tersehbut pada pasal 21 icra

turan Daersh ini, Seksi Dangunan dan Gedung mempunyail funsgsi

2, . claksansan yeng meliputi segala usaha dan kegliatan untuk

menyelensggeraken tugns dnon kebl jaksanann sesuai dengan
rencans yans telah ditetapkan ;

[=

h, ierbinacn teknis yang meliruti segala usahs dan kegiatan
untux meniuglz~tiran pelayenan terhacdap mesyarakat dan Ins-

tansi-instansi lain  perbsikan tatalaksana dan pengaturan

c, i'emelihnraan yans meliruti segrnla usahe den keglatan pera

watan ;

d. Yensnwesan yang umeliputi segala usszha dan kegiatan untuk
melaksenakan pengamanan atas pelaksanaan tuzas sesuai dg

nzan persturan perundang-undangan yang berlaku ;
) :

e. .euylepan peuberian rekomendasi perijinan untuk bangunan

¢an gedunsg ;

f. renyelenigaraan administrasi teknik bansunan dan gedung

$e. l'elaksanaan tuzns-tuses lain yang diberikan oleh Kepala -

Fasal 23

(1) Seksi Bansunan dan Geduns terdiri deri :
a. Sub Seksi Bangunan ;

b, Sub Seksi Gedung ;

¢, Sub Seksi administrasi Teknik Bangunan dan Geduns,

(2) iasing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1)

pasal ini dipimpin oleh scorang Kepala yang berada diba
wah dan bertangsunz jawab kepada Kepala Seksi Bangunan-

dan Gedung,
asal 24

Sub Seksi DBangunan mempunyai tugas 3

a, Merumuskan pedoman persyaratan perijinan, menyiapkan pem
Lerian rekomendasi perijinan untuk bangunan dan gedung =
scsual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b, Melaksanakal eesescesy

2
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b, MeleSankan pembangunan, pembinaanﬂfpengembangan; pemell
harnan, pengawasan dibidang bangunan (bukan gedung) -
serta mengkaji dan merunuskan pedoman persyaratan penentu
#u bohen banpunen (- bukan gedung )./bimbingan i

iasel 25

Sub Seksi Gedung mempunyal tugps melaksanakan pembanpunan
nembinzan, bimbingen, pengembangan, - pemellhﬂraan, penrawasan
¢i tidarg brrntunan zedung serta menﬁkrjl dan merumusk n pe-

Aoman npercyarsztan penentuan hanan Janﬁunan gedung.

Pasal " 26

Sub Seksi ;dmlnlstraul Teknik' Bangunan dan Ge]ung mempu-
nyai tusas meleksanakan 1ventarlsa81 dan menyusun legs ar/per
tingzoal sesgala kegiatan bidang bengunan dan gedung, menyu -
sun administrasi kontrak d¢an proses reﬁort, serta‘mengelola
perlengkavsn, peralatan, perbekalan dan perhengkelen.

Bagian Keenam
Seksi Jalan dan Pengaliran ' -
Fasal 27 ;

Seksi Jalan dan }engaiiran mempunyai tugas melaksanakan
‘sebagian;tugas pokok DFUK di bidang jalan dan ﬁengaliran -
berdasarkan kebijaksanaan teknis‘yaﬁg ditetapkan oleh Kepa-
la DPUK, '

rasal 28

Untuk menyelenggarakan tugzas tersebut pada pasol 27 Pe-

raturan Daerah ini, Seksi Jalan dan Fengaliran mempunyai -
fungsi :

a. i'elaksanaan yang meliputi segala usaha dan kesiatan untuk
menyelen"Tar akan tugas dan kebijaksenaan sesuai dengan -
rencana yang telah dltetapkan 2

b, i‘embinaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk
meningkatksn pelayanan terhadap masyarzkat dan 1nstansi--
instansi lain, perbaikan tatalaksana dan pensgaturannya ;

. ¢, Pemeliharaan yans meliputi segala usaha dan kegiatan pe-

rawatan ;

d‘ Pensawasan .o'qa‘dl.QC.’Q'
: o ' N
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Pensawasan yang meliputi sesala usaha dan kegiatan untuk

o,

melaksanakan pen<amanan atas pelaksanaan tusgas sesual de

nZ-n peraturan nerundang-undsngan yang berlaku
¢, :euyelensasraan administrasi teknik jalsn dan nengaliran;

f, l'elsksznann tuzes-tuszs lain yang diberikan oleh Kepalaw
W U, ' '

a. Sub seksl jalam ; :
b, Sub seksi pengnliran ;
C. Sub seksi administrasi teknik jalan dan pengaliran,

(2) Masing-mesing sub seksi scbagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini dipimpin oleh scorang kepa;a yang berada di
bawzh dan bertangrung jawab kepada Kepala seksi jalan
dan pengzaliran,

Pasal 30

Sub Seksi Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan
pembinaan, bimbin~an, pengembansan, pemeliharaan, pengawa
san dibidang Jalan beserta bLansunan turutannya dan pohon-
ayoman,

Sub Seksi ic¢ngaliran mempunyai tuses melaksanakan pem
bangunan, pembinaan, bimbingan, vengembansgan, nemelihara-
an dan nengawasan dibidang pengaliran termasuk nengaWasam
alr limbah industri,

Pasal 32

Sub Seksi Administrasi Teknik Jslan dan Pengaliran -
mempunyai tugas melakssnakan inventarisasi dan menyusun-
legger/pertingzal segala keglatwn bidang jalan beserta ba
ngunan turutamnya dan pengaliran, menyusun administrasi -
kontrak dam progres report serta mengelola perlengkapan,-
peralatan, nerbekalan, dan perbengkelan.

B"\glan Tomsstascseo



Bagian Ketujuh oW
Seksi Tata Kota / Daerah
Pasal 33

Seksi Tota Kota/Daerah mempunyai tugas melaksanakan seba-
Zlan tuges pokok LUK dibidans nenataan kota/daerah berdasar
kan kebijsksensan teknis yeng ditetapkan oleh Kepala DPUK,

iasal 3k

Untuk menyelenggarakan tuﬂas'tersebut pada pasal 33 Fera-
turan Daersh ini Seksi Tata Kota/Daerah mempunyai fungsi :
a.. ielaksanaan yang meliputi seszala usaha dan kegiatan untuk

-menyelenggarakan tugas dan kebijaksanaan'sesuai'dengan -

:rencana yanz telah ditetapkan ;

b. Fembinaan teknis yan;; melinuti sesala usaha den kegiatan
untulr meninslcatkan velayanan terhadap masyarakat dan ins
tensi-instansi lain s

C. l'enzawssan yang melinuti serala usaha dan kegiatan untuk

melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas ;

d. Pengelolaan perlensgkapan, peralatan an repbekalan .;

e. relaksanzan tusgas-tugas lain yYang diberikan oleh'Kepala-
JPUK,

l'asal 35

(1) Seksi Tata Kota / Daerah terdiri dari :

2. Sub Seksi Tata Lokasi Banzunan ;
b. Sub Seksi Fcrtanahan
C. Sub Seksi Tat= Lingkuncan dan Tata Lokasi i‘erusahaan,

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1)
pesal ini divwimpin oleh seorang Kepala yansz berada diba
wah dan bertangzung jawal kepada Kevnala Seksi Tata Kota
/ Daerah,

FPasal 36

Sub Seksi Tata Lokasi Bangunan mempunyai tugas :

a. Menzatur Tata Lokasi banpgunan/gedung menurut jenisnya -
- i i

dan membuat pedoman bentuk/prototyne bangunan/gedung -

untuk casesee g
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untuk berbasal jenis, macam dan lokasi sesuai denvan peratu
fen rnerandani-undangan yans berlaku, serta memberikan per-
timbancan atss suatu permohonan ijin lokasi bangunan / ge-
funsy 3

B. Melakukan inventarisasi atas bansunan-bangunan/s sedung-se -
dun z 2ntara l-in peningsalan sejarah, pendidikan, rekreasi,
nerdagrnnn, melayanan umun, industri, tempat tingeal per-
orangs~n / swasta dan lain-lain.,

i‘asal 37

Sub Seksi Pertéhanan mempunyal tugas mempersiapkan pensgu
rusan hak-hrk atas tsnah yang berhubungan dengan penentuan
loxasi bongunan/zeduns, yang selanjutnya akan diserahkan -
kepade Instansi y-n=o berwenang untuk menetapkan hak-hak -
atas tan=h sesuai denzan veraturan perundansi-undangan yang
berlaku. |

iasal 38

Sub Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lakesi Perusahaan mem
punyal tugas. melaksanakan dan mengavasl terhadap segala -
usaha untuk mencintakan keserasian lingkungan, lotasi peru
sahaan dan memberikan vertimbansan terhadap permohonan -
ijin lokasi tempat usaha,

Bagian Kedelanan
Seksl Kebersihen, Keindahan Kota/Daerah den Fomadam Keba

ran Pasal 39

Seksil Kebersihan, keindahan Xota/Daerah dan Pemadam Ke-
bakaran mempuny»i tuses melaksanakan sebagien tugass pokok-

DirUK dibidang kebersihan, keindshan kota/deerah dan pemadam

kebakaran,
.asal LO

Untuk menyelenggarskan tugas tersebut nada pssal 39 Pera
turan Deersh ini, Seksi Kebersihan, Keindahsn Kota/Daerah -
dan i'emadam Kebakaran mempunyai fungsi :

a.Pelaksanaan - i v

O
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2. s elaksanecan yonz melinuti serala usaha den kegiatan un
tuk monyelen~*~réknh tunas dean kebijaksanaan sesuai de
el réucons ysns telsh ditetapkan

b. Pembinzan tekiis ysnz melinuti segala usaha dnn kegia-
atan untulr meningkatkan “ﬁlaymnwn ternqdnp masyarakat-
dan Instansi-instensi lain, perbalkan tata laksana dan

nengaturannys . .

C. setelilirnrasn yong melinuti sesala ussha dan kegiatan -

Co 22w g0l yans nmeliputi se gala usaha dan kegistan un-

‘tuk wmelakukan pemzamanan stas pelaksan“an tugas ;

€. lengelolcan rerlenskapan, peralatan, nerbekalan dan per

i~y

'« relaksznaan tugas-tuses lain yans diberikan oleh Kepala

rasal 41

(1) Seksi Kebersihan, Keindahnn Kota/Daerah dan Femadam Ke-
bakaran terdiri dari
a. Sub Seksi Kebersihan, Keindaljan Kota/Daersh s
Us Sub Seksi ¥Yemakaman Umum -
C. Sub Seksi I'encesahan dan senangsulangan Kebakaran.,

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayst (1)
nasal ini di=»impin oleh seorang Kepala yang berada diba
wah desn bertangsung jawab kepada Kenala Seksi Kebersi -
han, Keindah~n Kota / Daerah dan lemadam Kebakaran.

Pasal 42

Sub Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daersh mempunyai -
tugas

a, Melaksanakan vengumvulan, ‘pehanpungahgt pengnukkbhng, pem
“bunngan, pemusnahad segala macam sampah (termasuk tinja)
daM pengawvasan

b, Melaksanakam pembuatan, perbaikan, pemeliharaan taman -
taman, Jalur hijau, lapangan-lapangan peng ghijauan ling-
kungan serta melaksanakan penwaturan, renertiban, penga
Wasan atas pemasangan reklame sesuai denzgan peraturan -

}

perun'dang‘ tvo-.\‘.-co_oc
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peruncdong-undangan yang berlaku

Co. lMelaksanaken pengaturan, pemasangan, perbaikan), pengawa -

Oy

san, pemelihaorasrn dnstalasi-instalasi listrik dan perleng

kapan lampu-~lampu ponerangan jalan, tempat rekreasi, ta-
man-tamah, pengaturan lalu lintas, pasar-pasar, stasiun -
dan bangunen lain wilik pemerintah daerah 7

d, Memberikzan penyululan tentang kebersihan, keindahan kota/
Glaerah.

Fasal 43

Sub Seksi Pemakanan Umum mempunyai tugas :

a. Melaksanakan scgala usaha dan kegiatan nengelolaan tempat
untuk peiiekamsn umum sesusi denzan peraturan perundang -
undangan yang berlaku j

b, Melaksanakan pensaturan, pemeliharaan, pengawasan dan pe-
leyanan pemaksuan waum sesual dengan peraturan perundang-
undangan yaneg berlaku ;

c, Memberikan perijinan tentans pengaturan jenasah, peminda-
han kerangka jenasah, pemasangan kijing dan pendirian ba-
ngunan di atas makam,

Pasal 44

Sub Seksi Fencepgahen dsn Pemadam Kebakaran mempunyal tugas

a.iengadakan pemeriksaan, pengujian terhsdap alat-alat/bahan

bahan yang dipergunakan untuk mendeteksi dan memedamkan ke
hakaran bsilt yang dimiliki oleh ?emcrwntah swasta maupun -
nerorangan ;

b. Melnksanskan pemeliharaan dan penyiapan peralatam pemadam
kebakaran yang dipergunakan dalam menjalankan tugasnya -
serta mengadakan pencegahan dan pemadam kebakaran :

c. Melaksanakan pembinaan, latihan dan pengarshan personil -
dalam rangka pencesgahan dan pemadaman kebakaran ;

d. Mencgadakan penyuluhan tentang pencegahan dan pemadaman ke
bakarsn ;

e. Melaksanakan pengawssan atas pelaksanaan tugas1

Bagian’ '.?r!'.o'
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Baﬁian-Kesembilan
Cabuige Uinag
Pasal 45

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakoerja Cabang Di-
nas DPUK diatur kemudian berdasarkan pedoman Menteri Dalam-

Nerseri,

Kepala DPUK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan. kebi
Jaksanarn yang ditetapltan oleh Bupati Kemnala Daersh serta -
memperhatikan pembinann dan blmbngan teknis dari Dinas Pe -
kerjasn JUnum Fropinsi Daerah Tlﬂdet I Jawa Tengah,

vasal L7

Dalom melaksanalran tugasnya Kennla DPUK, Kepala Sub Bagi
an, Parn Fepala Seksi dan para Kepala Cabang DyUK wajib meng
rapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara
vertikal dan horizontal baik dalam lingkunpgan masing-masing-
maupun demszn susunan organisasi di lingkungan Pemerintah -
Daerah scrta dengan Instansi lain sesuai dengan .tugas pokok
masing-masing, '

FPasal 48

(1) Setiap vimpinan Satuan Organisasi delam lingkungan DFUK
bertanssuns jawab memimpin cdan mensgkoordinasikan bawahan
ya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petun =~
Juk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;

(2) Setizp pimninan Satuan Orsanisasi wajib mengikuti dan me
matuhi petunjuk-petunjuk dan bertangguns jawab kepada -
atasan ma51nw—m981nﬂ den menyamvpaikan lﬂporﬂn tepat pada
waktunya ;

(3) Setiep laporan yang diterima plmnlnan Satuan Organisasi-
dari bawahan wajib diolah dan’ dlnergunakan sebagai bahan
penyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-

etunjuk kepada bawahan
P J ® Pasal Ll-9 ascenevosse

i
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Pesal 49

I'ara Kepala Scksi dan para Kepala Cabang Dinas pada DPUK
menyvampaikan laporan kepada Kepala Di'UK dan Kepala Sub Bagi
an Tata Ussha menyusun’ laporan berkala UK,

Pasal 50

Dalam menyamnalkan 1aporan kepada atasan m381ng~ma81ng,
tembusan lapor n disampailkan pula kepada Satuan Organisasi
lain yang secara fungsional mempunyal hubungan kerja.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Orga
nisasi dibantu oleh Vimpinan Satuan Organisasi bawsbamnya-
dan dalam ranska pemberian bimbingan kepnads bawahan masing

nasing mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya,satu'kg
1i dalam satu bulan, |

Pasal 52

3agan Susunen Orranls“81 DPUK sebagalmana tercantum da-
lam lampiran Peraturan Daerah ini. '
) 3.3 VI
KETENTU.N LiIN-LAIN
Pasal 53

Jenjang jabatan dan kepanpkatan serta susunan kepepawalﬂn
diatur kemudian sesuai denqan peratur“n perunuanv-undanuan-
yang berlaku.

Pasal 54

(1) Kepala DFUK, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat
dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tenpah atas usul Bupati Kepala Daerah $ 3

(2) Kevala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan. diber -
hentikan oleh Dupati Kepala Daerah atas usul Kepala P
TPUK, | I

Pasal 55 oo‘to.coou
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Pesal 49

i’ara Kepala Seksi dan para Kepala Cabang Dinas pada DPUK
menyvampaikan laporan kepada Kepala DJUK dan Kepala Sub Bagi
an Tata Usaha menyusun laporan berkala UK,

Fasal 50

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing,-
tembusan laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 51

Dolam melaksanakan tugasmys setiap Pimpinan Satuan Orga
nisasi dibantu oleh Iimpinan Satuan Organisasi bawehannya-
dan dalam rangka pemberian bimbingan kepads bawahan masing
mesing mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya‘satu"kg
1i ﬁalém satu bulan, .

Pasal 52

Bagan Susuncn Organisasi DPUK sebagaimana tercantum da-
lem lampiran Peraturan Daerah ini. '

BiB VI
KET ENTU_";N LI.LI N—LILI N
Fasal 53

Jenjang jabatan dan kepsngkatan serta susunan kepegawaian
diatur kemudiazn sesuai dengan peraturan perundang-undangan-
yang. berlaku.

Pasal 54

(1) Kepala DFUK, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat
dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah :« = :

b

(2) Kevala Urusan dan Kepala Sub Seksi’ dlanvkat dan diber -
hentikan oleh Dupati Kepala Daerah atas usul Kepalg,_.f
DPUK, ‘ ' | i

\

Pasal 55 «eregeens
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Pasal 55

Hal-h=1 ysn belum distur danlam !eratursn Daersh ini se -
nanj-n:y nenyankut pelaksanaan Peraturan Daerah ini pengatu-
rannys~ disarsh'-sn kepadr Supati Kepzla Daerah,

3.3 VII.
P ENUTUD

i'rsal 56

U yeng colah Cibentuk sebelum berlakunya Peraturan Dage
rah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Pcraturan Daerah,

Pasal 57

Dengzan berlakunya FPeraturan Daersh ini maka senmua ketentu
an yang bertentangsn den~an Peraturan Daerah ini dinyatakan-

tidak berleku,
Pasal 58
Peraturan oJeerah ini mulal berlaku scjak tanegal diundangkan,

“Zar supaye setisp orans mengetahuinya, memerintahkan pengun
dangan Foraturan Daerah ini densan penempatannya dalam Lemba -
ran Jaerah RKabupsten uvaerah Tingkat II Kebumen,

Kebumen, 30 Oktober 1986
UBWAN PERW/XILAN R:KYAT DaERAH SUi oTT KEPALSA DAERAH TINGKAT IT

KiBUrATEN DAERAD TINGKAT II KEBUMEN KEBUMEN .f'
KETUA
ttd : ttd

SOEWALANDI. - H.M.C. TOHIR.

Jisehkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
densan Surat Keputusan tanggal 15 Desember 1986 Nomor 188.3/

L82/1986.,

viundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupatem Daerah Tinsgkat IX
Kebumen Nomor 1 Tahun 1987 Seri v pada tanggal 12 - 1 - 19877

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd,
NIP, 500031924,

- 65 ..
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Pasal 55

Hal-h=1l yrr3 belum distur dalam ieratursn Daersh ini se -
nanj-ng nenyanskut pelaksanaan Feraturan Daerah ini pengatu-
rannys~ disarsh'-sn kepads Sunati Kepeala Daerah.

3.3 VII.
FINUTUI
= Sal 5()

0% yeno tolah Cibentuk sebelum berlakunya Peraturan Dae
rah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Pcraturan Daerah.

Pasal 57

Dengman berlakunya Peraturan Daerah ini maka senua ketentu
an yeng bertentansen denzan Peraturan Daersh ini dinyatakan-

tidak berleku.
FPasal 58
Peraturan Szerah ini mulai berlaku scjek tanesal diundangkan,

:I supaye setiszp orans mengetahuinya, memerintahkan pengun

09}

\,

dangan Puraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lemba -
ran Jaerah Kabupsten Daerah Tingkat II Kebumen,

U4
n)

Kebumen, 30 Oktober 1986
OZVAN PERWKILAN R:KYAT DaERLH S0 TT KEPALA DAERAH TINGKAT IT

¢

KiBUPATEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN KEBUMEN o
KETU I
ttd ' ttd

SOEWALNDI. - H.,M.C, TOHIR.

Jisahkan oleh Guhernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
densan - Surat Keputusan tanggal 15 Desember 1986 Nomor 188.3/

482/1986.,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupatem Daserah Tingkat II
Kebumen Nomor 1 Tahun 1987 Seri o pada tanzggal 12 -« 1 - 1987,

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttad.
.)I‘S.SOELARNOJ . '
NIP, 50003192%4,

-~ 65 Lo
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P ENTJIEL LS AN
ATAS .
PERATUR:N D:ER:H XABUFATEN DA ERa TINGKAT IT KEBUMEN
NOMOR : 4 TAHUW 1985
SUSUEAN ORGANISASI DAN TATAKERJ A DIN#S I EKERJAAN UMUM
K30 Tl DAERAH TINGKAT IT KEBSU) MEN

1 JJJIJ ,ML,\,:' .UMU.I\’I H | ‘

Berdrparkan Feraturan Deernh Pemerintah Nomor 18 Ta

hun 1953 tentans pelaksanaan penyerah~n sebagian dari uru

san lIemerint~h Pusot mengenni pekerjoan umum kepada Pro -
pinsi~pr"n';si den penegassn urusnn mengenai pekerjaan -
umug i dﬁerah dzerah otonom Kabupaten, Kota Besar, dan -
Kota Kecil, Pemerintah Daersh Tingkat II Kebumen mempunyai
kekuasaan/kewenangan vangkal untuk melaksanckan tugas dan
tangsung jawab nmengenai urusan-urusan bangunan dan sedung,
Jrlan-jnlan umum beserta segnala bangunan-bangunan turutan
nya, nohon ayoman, lapangan- 1Ppan gon dan taman-taman, pe-
ngaliran (pembuluh pembilas, qot-szot, riol-riol, selokan-
penatus), penerangan jalan, tempat pekubur%n umum, pasar-

Ppasar, los-los pasar, heSangwrahan—pesanggrahan,-penyebe-

rangan-penyeberangan dan pencesshan ba ~haya kebakaran.

Sebasgail realisasi dari penegasan kewenangan pangkal
tersebut diatas, maka berdas sarkan Peraturan Daerah Kabupa~
ten Dacrah Tingkat IT Kebumen dibentulz v ag Pekerjaan -
Unum Kabupaten Daerah Tingkat IT Kebumen,

Jalam rangka meninckatkan kelancaran dan pensgemba -
nian nenyelenggarasn pemerintahan dan pembanpunan secara -
berdaya msuna dan berhasil cuna khususnya yang menyangkut
bidans pekerjaan umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebu-

- men, maka perlu meninjau kembali Susunan Organisasi dan Ta

takeram “inas Pekerjasn Umum Kabupaten Daerah Tingkat II -
Kebumen,
Untuk maksud tersebut diatas maka sesuai dengan pa=-

sal 49 Undang-undanz Nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Men-
teri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Guber
nur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/105/
1985, perlu menetaplkan Susunan Organisssi dan Tatkerja Di-
nas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen de-
nsan Peraturan Deserah,

FPENJELASAN PASA_J.. UEMT PASsL ¢
Pasal ‘l0000/

O



Pagsal 1 s/d L

irasel 5

Pasal 6

Pasal 7 s/d 11
Pasal 12

Pesal 13

Pasol 14 s/d 45
Pasal 46 s/d 52
vasal 53 s/d 55
pasal 56 s/d 58

Y
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Eukkup jelas.

Tang diﬁaksud'dengan urusan jalan =
jalan umum beserta bangunan turutap
nya adalah meliputi : Jalan-jalan -
umum den pénanaman, lorong~lorong,

tansul-tangaul; selokan-selokan, -

sumur-sumur, tongesak-tonggak kilomg
ter, papan-papan nama, jembatan-jem
batan, goronz-gorong, turap-turap,
dinding-dinding tembok.

Susunan Organisasi ini adalah pencer

mimon dari urusan yang menjadi kewe
nangan vangkal dari Pemerinmtah Kabu
paten uaerah Tingket II Kebumen dam

Pengembanusn Dinas Pekeraaan Umum,

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan vengelolaan ke
negawaian adalah meliputi perencang

‘an kebutuhan pegewai, pengadaan,pe-

nganskatan, kenaikan vangkat/gaji -
berkalay; pemindahan, nembérhentian;
nensembansan, kesejahteraan pegawal
dan peningkatan pengetahuan dan ke~
trampilan dlbldan” nekerjaan umum .

Yang dlmaksud mengan pengelolasn ke

uangan adaleh meliputi perencanaan
anggaran_biaya'ﬂan'pendapatan,‘pem—
bukuan dan vertanzsung jawaban ke =
uansan.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup Jjelas.

Cukup jelas.
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